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BUPATI  GIANYAR 

PROVINSI BALI 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 

NOMOR 4 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 

TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

PERANGKAT DESA 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI  GIANYAR, 
 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 

a. bahwa Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 
tugas,  dan     kewajiban    untuk      menyelenggarakan 
rumah tangga Desanya dan melaksanakan  tugas  dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah  dalamsistem 
pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indionesia; 

 
b.  bahwa masyarakat hukum     memiliki    kewenangan 

sebagai perangkat desa untuk  menjalankan roda 

pemerintahan desa kehidupan warga menjadi teratur 

dan  tertib; 
 
c.    bahwa Peraturan Daerah   Nomor    9   Tahun   2016 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 
Desa sudah     tidak    sesuai   dengan     perkembangan 
hukum   saat  ini, sehingga perlu  diubah; 

 
d.   bahwa  berdasarkan   pertimabangan   sebagaimana 

dimaksud pada huruf  a, huruf  b, dan huruf  c, perlu 

menetapkan  Peraturan Daerah    tentang   Perubahan 

Atas Peraturan  Daerah Nomor 9 Tahun  2016  tentang 

Pengengkatan  dan  Pemberhentian  Perangkat Desa; 
 
 
 
 
 
1. Pasal   18   Ayat   (6)    Undang-Undang    Dasar   Negara 

Republik Indonesia Tahun   1945  ; 
 
2.  Undang-Undang  Nomor   69   Tahun   1958   tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah  Tingkat  I   Bali,   Nusa   Tenggara  Barat 
dan  Nusa  Tenggara    Timur        (Lembaran        Negara 
Republik    Indonesia  Tahun        1958     Nomor     122, 
Tambahan    Lembaran   Negara    Republik     Indonesia 
Nomor  1655); 

 
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014   tentang   Desa

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihovPjnd3gAhUDS48KHfe8BIgQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bphn.go.id%2Fdata%2Fdocuments%2F58uu069.pdf&usg=AOvVaw0t7mwwc2RMSR-lmqR1Jbf9
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY25nund3gAhULvI8KHXxuCH8QFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dpr.go.id%2Fdokjdih%2Fdocument%2Fuu%2FUU_2014_6.pdf&usg=AOvVaw0ABCmhd7zRZULu5ehg-f47


  https://jdih.gianyarkab.go.id/ 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun     2014 

Nomor   7  Tambahan  Lembaran   Negara      Republik 

Indonesia   Nomor  5495); 
 

4. Undang  -   Undang  Nomor  23  Tahun 2014    tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran    Negara     Republik 

Indonesia  Tahun  2014   Nomor      244,      Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor    5587) 

sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,    terakhir 

dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015   tentang 

Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang    Nomor    23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah    (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun   2015    Nomor    58, 

Tambahan  Lembaran Negara    Republik     Indonesia 

Nomor   5679); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  2014   tentang 

Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang   Nomor     6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran  Negara   Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),   

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang    Perubahan      

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor    

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara    

Republik  Indonesia Tahun    2015   Nomor   157); 
 

6. Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  83  Tahun 

2015 tentang  Pengangkatan dan Pemberhentian 

Perangkat Desa (Berita Negara  Republik   Indonesia   

Tahun  2016 Nomor  5)  sebagaimana telah diubah    

dengan    Peraturan Menteri  Dalam    Negeri   Nomor   67  

Tahun  2017  tentang Perubahan Atas  Peraturan   

Menteri Dalam   Negeri  Nomor 83   Tahun   2015        

tentang  Pengangkatan  dan Pemberhentian   Perangkat  

Desa   (Berita   Negara  Republik Indonesia Tahun   2017  

Nomor  1223); 
 

7. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 84 Tahun  2015 

tentang Susunan Organisasi   dan       Tata       Kerja 

Pemerintahan Desa (Berita Negara  Republik  lndoneisa 

Tahun   2016  Nomor  6); 
 
 

 

Dengan  Persetujuan Bersama 
 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   DAERAH KABUPATEN  GIANYAR 
 

dan 
 

BUPATI GIANYAR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :    PERATURAN    DAERAH    TENTANG    PERUBAHAN    ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR  9   TAHUN  2016    TENTANG 

PENGANGKATAN DAN     PEMBERHENTIAN    PERANGKAT 

DESA.
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Pasal   I 

 

Beberapa  ketentuan dalam Peraturan  Daerah      Kabupaten 
Gianyar Nomor 9 Tahun  2016  tentang  Pengangkatan     dan 

Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Gianyar  Tahun  2016  Nomor 9),   diubah    sebagai   berikut: 

 
 
 

1.   Ketentuan Pasal 1   ditambah 3  (tiga) angka   yakni   angka 

15  sampai dengan angka   1 7,  sehingga Pasal   1   berbunyi 

sebagai  berikut: 
 
 

Pasal  1 
 
 

1. Desa adalah Desa  dan   Desa  Adat  atau yang  disebut 
dengan   nama lain,  yang selanjutnya   disebut    desa, 
adalah  kesatuan masyarakat  hukum    yang   memiliki 
batas wilayah yang  berwenang  untuk    mengatur  dan 
mengurus urusan     pemerintahan,       kepentingan 
masyarakat  setempat      berdasarkan       prakarsa 
rnasyarakat, hak asal usul,dan  / atau  hak  tradisional 
yang  diakui  dan dihormati dalam sistem  pemerintahan 
Negara  Kesatuan Republik Indonesia. 

 
2. Pemerintahan desa adalah   penyelenggaraan  urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat 
dalam  sistem   pemerintahaan      Negara      Kesatuan 
Republik  Indonesia. 

 

3.  Pemerintah desa adalah   Perbekel  dibantu    perangkat 

desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan  Desa. 
 

4.  Perbekel adalah   pejabat      Pemerintah    Desa     yang 
mempunyai  wewenang, tugas   dan   kewajiban  untuk 
menyelenggarakan  rumah    tangga      Desanya    dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah  dan  Pemerintah 
Daerah. 

 
5.   Perangkat Desa  adalah   unsur    staf   yang   membantu 

Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan  koordinasi 
yang   diwadahi dalam Sekretariat   Desa,   dan   unsur 
pendukung  tugas      Perbekel    dalam      pelaksanaan 
kebijakan yang diwadahi  dalam    bentuk    pelaksana 
teknis  dan  unsur   kewilayahan. 

 
6.   Banjar   Dinas   adalah   bagian   dari  wilayah  desa   

yang mempunyai  batas-batas   tertentu  yang   
dipimpin oleh Kelian Banjar  Dinas. 

 
7.    Kelian Banjar Dinas  adalah unsur  pembantu  Perbekel 

sebagai pelaksana tugas-tugas kewilayahan di Banjar 
Dinas. 

 

8.  Mutasi  perangkat desa    yang    selanjutnya   disebut 

mutasi adalah pengisian jabatan  atau  perpindahan 

posisi jabatan perangkat desa  yang dilakukan oleh 

Perbekel sebagai   upaya   penyegaran   pelaksanaan
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tugas-tugas    perangkat   desa. 
 

9.    Hari  adalah    hari  kerja. 
 

10. Tersangka adalah seorang yang karena  perbuatannya 

atau  keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut 

diduga   sebagai   pelaku   tindak   pidana. 
 

11. Terdakwa adalah seorang  tersangka yang   dituntut, 

diperiksa   dan  diadili   di pengadilan. 
 

12.  Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum  tetap. 
 
 
 
 
 

2.   Ketentuan  Pasal  6  diubah, sehingga berbunyi    sebagai 

berikut: 
 
 
 
 

Pasal  6 
 

(1)  Pegawai  Negeri Sipil  yang terpilih    dan     diangkat 

menjadi  Perangkat Desa,     yang       bersangkutan 

dibebaskan sementara dari jabatannya       selama 

menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan    haknya 

sebagai   Pegawai Negeri Sipil. 
 

(2)  Pegawai  Negeri Sipil  yang terpilih     dan     diangkat 

menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berhak menerima  haknya     sebagai 

Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan   

Perangkat Desa dan pendapatan  lainnya yang sah    

yang bersumber dari  Anggaran  Pendapatan dan  

Belanja Desa. 
 
 
 
 
 

3.    Ketentuan ayat (1) Pasal 9  diubah dan ayat  (2) dihapus, 

sehingga  Pasal   9 berbunyi   sebagai   berikut: 
 
 
 
 

Pasal  9 
 

( 1)   Perbekel dapat  melakukan  mutasi  perangkat    desa 

sebagai  upaya   penyegaran  pelaksanaan        tugas 

perangkat desa  peningkatan  kinerja  perangkat desa, 

dan pengisian jabatan  perangkat desa sesuai    dengan 

kebutuhan pelayanan   di desa. 
 

(2)  Dihapus. 
 

(3)  Mutasi  hanya  dapat dilakukan   apabila      perangkat 

desa  yang  akan  dimutasi  telah     menjabat     paling 

singkat  1 (satu) tahun  pada jabatan semula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  https://jdih.gianyarkab.go.id/ 

 



  https://jdih.gianyarkab.go.id/ 

4.  Ketentuan  ayat  (3) huruf b Pasal  12  diubah,     sehingga 

berbunyi  sebagai   berikut: 
 
 
 
 

Pasal  12 
 

( 1)   Perbekel  memberhentikan  Perangkat desa     setelah 

berkonsultasi dengan    camat. 
 

(2)  Perangkat   desa   berhenti  karena: 
 

a.  meninggal  dunia; 
 

b.  permintaan    sendiri;   atau  

c.  diberhentikan. 

 
(3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana  dimaksud 

pada   ayat   (2) huruf   c karena    : 
 

a.  usia   telah   genap   60  (enam   puluh)   tahun; 
 

b. dinyatakan  sebagai  terpidana      yang       diancam 

dengan pidana  penjara   paling     singkat      5   (lima) 
tahun  berdasarkan putusan pengadilan yang  telah 

mempunyai kekuatan   hukum    tetap; 
 

c.  berhalangan    tetap; 
 

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat 

desa; 
 

e.  melanggar  larangan  sebagai   perangkat      desa. 

sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal   11; atau 
 

f.  adanya perubahan struktur organisasi pemerintah 

desa 

 

(4)  Pemberhentian   perangkat     desa         sebagaimana 

dimaksud pada  ayat   (2)   huruf    a,   dan   huruf     b, 

ditetapkan   dengan  keputusan      Perbekel       dan 

disampaikan  kepada  camat  paling  lambat 14  (empat 

belas) hari   setelah    ditetapkan. 
 

(5)  Pemberhentian  perangkat      desa         sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib   dikonsultasikan 

terlebih  dahulu    kepada    camat. 

 

(6) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis untuk 

pemberhentian   perangkat    desa   sebagaimana  

dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan pada 

persyaratan   pemberhentian   perangkat   desa 

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3). 
 
 

(7) Camat        menerbitkan      rekomendasi         tertulis 

 sebagaimana dimaksud 

(tujuh) hari  sejak   usul 

pada ayat (6)  paling lama   7 

pemberhentia oleh   Perbekel 

 diterima.  
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5.   Ketentuan ayat (2)  Pasal 13 diubah,  sehingga berbunyi 

sebagai   berikut: 
 
 

Pasal  13 
 

( 1)    Perangkat   Desa  diberhentikan sementara    oleh 

Perbekel  setelah  berkonsultasi  dengan    Camat. 
 

(2) Pemberhentian  sementara      Perangkat       Desa 

sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (1) karena: 
 

a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak    pidana 
korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak  pidana 

terhadap keamanan   negara; 
 

b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam 
dengan pidana penjara  paling singkat 5  (lima) 

tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; 
 

c.  tertangkap   tangan    dan  ditahan;   dan 
 

d. melanggar larangan sebagai perangkat desa    yang 

diatur  sesuai dengan    ketentuan        peraturan 

perundang-undangan. 
 

(3)  Perangkat Desa yang      diberhentikan       sementara 

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) huruf    a   dan 

huruf  c   apabila  diputus  bebas   atau  tidak    terbukti 

bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang 

telah  mempunyai   kekuatan  hukum  tetap      maka 

dikembalikan kepada   jabatan     semula. 

 

(4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara 

sebagaimana  dimaksud  pada   ayat   (2) huruf d dan 

sudah  tidak   lagi   melanggar   larangan   sebagai 

perangkat  desa  dikembalikan  pada  jabatan  semula 
 
 

(5)  Pemberhentian   sementara       Perangkat          Desa 

sebagaimana  dimaksud       pada   ayat     (1)      dan 

pengembalian  perangkat desa kepada jabatan     semula 

sebagaimana dimaksud  pada ayat  (3)  dan    ayat    (4) 

ditetapkan dengan    Keputusan   Perbekel. 
 
 
 
 
 

6.        Ketentuan  Pasal 14  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  diubah     dan 

ditambah 2 (dua) ayat yakni  ayat (4) dan  ayat (5) sehingga 

Pasal   14 berbunyi  sebagai   berikut: 
 
 

Pasal  14 
 

(1)  Dalam hal terjadi kekosongan jabatan  Perangkat  Desa 

maka tugas  Perangkat     Desa        yang        kosong 

dilaksanakan oleh pelaksana tugas  yang    dirangkap 

oleh  Perangkat   Desa  lain  yang   tersedia. 
 

(2)  Pelaksana Tugas  sebagaimana  dimaksud  pada   ayat 

( 1)  ditetapkan  oleh Perbekel dengan   Surat    Perintah
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Tugas yang tembusannya disampaikan kepada    Bupati 

melalui  Camat paling lambat  7  (tujuh)   hari   terhitung 

sejak   tanggal   penugasan. 
 

(3)  Pengisian  jabatan  Perangkat Desa yang kosong  paling 

lambat  2 (dua)  bulan  sejak  perangkat   desa    yang 
bersangkutan berhenti. 

 
(4) Pengisian  jabatan   Perangkat  Desa sebagaimana 

dimaksud  pada  ayat  (3) dapat  dilakukan dengan cara: 
 

a.  mutasi   jabatan    antar     Perangkat       Desa       di 

lingkungan Pemerintah   Desa;    dan 
 

b.  penjaringan  dan  penyaringan  calon     Perangkat 

Desa. 
 

(5) Pengisian Perangkat Desa    sebagaimana     dimaksud 

pada   ayat  (4) dikonsultasikan  dengan  Camat. 
 
 
 
 
 

7.  Ketentuan Pasal  21 diubah, sehingga   berbunyi   sebagai 

berikut: 
 
 

Pasal  21 
 

( 1)   Selain  penghasilan tetap perangkat  desa    menerima 

jaminan kesehatan dan dapat  menerima    tunjangan 

tambahan penghasilan  dan penerimaan lainnya    yang 

sah dengan  memperhatikan  masa kerja   dan   jabatan 

perangkat   desa. 
 

(2) Jaminan  kesehatan   sebagaimana  dimaksud   pada 

ayat  (1)   sesuai  dengan      ketentuan       peraturan 

perundang-undangan. 
 
 
 
 
 

8.   Ketentuan  Pasal  22  diubah dan ditambah  1    (satu)  ayat 

yakni  ayat  (2), sehingga      Pasal     22    berbunyi    sebagai 

berikut: 
 
 

Pasal  22 
 

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum  ditetapkannya 

Peraturan Daerah  ini tetap   melaksanakan      tugas 

samapai habis  masa tugasnya  berdasarkan      surat 

keputusan    pengangkatannya. 
 

(2)   Perangkat  Desa sebagaimana  dimaksud pada ayat   (1) 

yang  diangkat  secara  periodisasi yang  telah    habis 

masa   tugasnya  dan  berusia kurang  dari    60   (enam 

puluh)  tahun diangkat   sampai  dengan usia  60  (enam 

puluh) tahun. 
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Pasal   II 
 

Peraturan Daerah   mi  mulai  berlaku  pada  tanggal 

diundangkan. 
 

Agar  setiap     orang  mengetahuinya,     memerintahkan 
pengundangan Peraturan     Daerah         1n1         dengan 
penempatannya dalam  Lembaran   Daerah     Kabupaten 
Gianyar. 

 
 
 

Ditetapkan di Gianyar 

pada  tanggal 21  September 2018 

 

BUPATI GIANYAR, 

 

 ttd 

 

I MADE MAHAYASTRA 
 
 

 
 
 
 
 
Diundangkan  di Gianyar 

pada  tanggal  21  September 2018 
 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR, 

 
 
  ttd 
 

I MADE GEDE  WISNU WIJAYA  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2018 NOMOR 4. 

NOREG PERATURAN   DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI : 

(8,39/2018) 


